
Menirn bang 

Menginga t 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JA WA BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 58 TAHUN 2021 

TENTANG 

TUG S DAN NGSI 
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI A IKMALAYA, 

bahwa untuk melak anakan ketentua Pasal 5 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Ta hun 2016 tentang Pembentu an dan 

usunan Perangkat Daerah sebagaima na tela h diubah 
beberapa kali, terakh ir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ta sikmalaya Nomor 3 Tahu 2 2 entang rubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten asikma laya Nomor 7 Tahun 
20 16 te g emb ,ntuk dan S nan Pera gk t Daerah 
da n Pasal 93 P ratur n B p . T sikma aya Nomor 39 Tahun 
2021 t ~ntang Kedudukan, Susu nan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat a.e rah, perl m enetapkan Peratu ran Bupati 
Tasikm a aya enta ng Tugas a ung · D· a ariwisata, 
Pe u da an Olahra ga; 

1. Unda g-Un ang Nom 14 Tah n 1950 tentang 

em be t kan Daerah-Daerah Kabu paten Da am Lingkungan 

Propinsi Djawa Ba rat (Berita Negara Rep lik Indonesia 
Tahun 1950), s ba gaim ana tela h diuba h engan Undang­
Un dang Nomor 4 Tahun 1968 te ang Pembentukan 
Ka bupa en Purwakarta dan Kab paten Subang dengan 

Mengu ah Un ang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Da erah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Bara t (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 



Menetapkan 
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 3); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah d iubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya . 

2. Daerah adalah Daera h Kabupaten Tasikma laya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengga ra Pemerintahan 
Daerah yang m emimpin pelaksanaan u rusan pemerintahan yang menjadi 

kewenanga n Daerah oton om. 

4 . Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Tasikma laya. 

5. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Tasikmalaya. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah se1anjutnya disebut UPTD ada lah unit 

pelaksa n a teknis daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelompok J abatan Fungsional adala h jabatan pegawai negeri sipil yang 
me1aksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yan g didasarkan 
pada kea hlia n dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susu nan Organisasi 

Pa sa1 2 

Susunan organisasi Dinas, terdir i a tas : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2. SUbbagian Umum dan Kepega waian; dan 

3. Subbagian Keuangan. 

c . Bidang Pariwisata, terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; 

2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan 

3. Seksi Pemasaran Pariwisata. 

d . Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan 

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas: 

1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan 

2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda . 

f. Bidang Olahraga, terdiri atas: 

1. Seksi Pemberdayaan Olahraga; 
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2. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan 

3 . Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

h . Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala 

Pasa13 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas 
pokok memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, 
membina, m en goordinasikan, m engorganisasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan tu gas dan fungsi Dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, 
kepemudaan da n olahraga meliputi kesekretariatan, pariwisata dan ekonomi 
kreatif, kepemudaan dan olahraga serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) m empunyai fu ngsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis 

bidang pariwisata, kepemudaan, ekonomi kreatif dan olahraga; 
b . Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengenda lian pelaksanaan 

urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; 
c. Penyelen ggaraan urusa n kesekretariatan; dan 
d . Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sarna bidang pariwisata, 

kepem u daan, ekonomi kreatif dan olahraga. 

(3) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok , Kepala sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunya i rincian tugas meliputi: 

a. Menyelenggaraka n perumusan peren canaan kinerja, program, kegiatan dan 
anggaran Dinas; 

b. Menyelenggaraka n perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan tekn is bidang pariwisata, ekonomi kreatif, 
kepemudaan dan olahraga; 

c. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian d an pembinaan pelaksanaan 
urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga; 

d. Menyelenggarakan urusan kesekreta riatan; 
e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sarna dalarn rangka tugas dan 

fungsi Dinas; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi 

publik; 
g. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis 

daerah dan kebijakan operasional pengernbangan Kelornpok Jabatan 
Fungsional; dan 

h . Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan 
keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 

lingkungan Dinas. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana ayat (1), 

mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas; 
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tu gas pokok , Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretaria t; 
b. Menyelenggaraka n pengkaj ian dan koordinasi perencanaan dan program 

Dinas; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
d. Menyelenggarakan pengkajian a nggaran belanja; 
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
h. Menyelenggara kan pen gelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bah a n rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 

J. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator 
kinerja utama , rencana kerja tahunan , perja njian kinerja, laporan kinerja 
instansi pemerinta h, laporan ketera ngan pertanggungjawaban dan laporan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta standard operating procedure 
unit kerja di lingkungan Dinas; 

k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit 
kerja di Dinas; 

1. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas; 

m. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 
n. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; 
o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

instansi 
laporan 

p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri atas: 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Subbagian Keuangan. 
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Pasa15 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja 

serta pelaporan Dinas. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 

meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap 

unit kerja di Dinas; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 

kerja; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 

teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 

pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa16 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Umum dan Kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana kantor; 
c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor, penggandaan dan keamanan kantor; 
d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas; 
f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat Dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk 

hukum; 
1. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan, Penyusunan Dan Evaluasi Standar 

Operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas; 
k. Melaksanakan penYlapan bahan pembinaan dan disiplin pegawaJ., 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai; 
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1. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja 
pegawm; 

m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas; 
n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal7 

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c 
mempunym tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, 
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Subbagian Keuangan; 

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas; 
c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
1. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah; 
J. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Pariwisata 

Pasal8 

(1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan 
teknis pelaksanaan, perencanaan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan 
di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi wisata, usaha jasa 
pariwisata dan pemasaran pariwisata. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pariwisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, perencanaan teknis dan 
pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata wisata, 
usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata; 

b. Penyelenggaraan analisis, pengelolaan kebutuhan data, sumber daya 
pariwisata; 
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c. penyelenggaraan pembinaan teknis, monitoring, pengawasan, pembinaan, 
dan pengendalian pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan 
pemasaran pariwisata; 

d. penyelenggaraan kordinasi, fasilitasi dan kerja sarna dalarn rangka 
pengelolaan destinasi wisata, usaha Jasa pariwisata dan pemasaran 
pariwisata. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pariwisata sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pariwisata; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, 

perencanaan pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan 
pemasaran pariwisata; 

c. Menyelenggarakan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan 
kebutuhan sumber daya pariwisata; 

d. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, 
usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata; 

e. Menyelenggarakan fasilitasi kerja sarna pengelolaan destinasi wisata, 
usaha jasa pariwisata dan perna saran pariwisata; 

f. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi ijin usaha 
pariwisata; 

g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa 
pariwisata dan pemasaran pariwisata; 

h. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas Bidang Pariwisata; dan 

1. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pariwisata, terdiri atas: 

a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; 

b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan 

c. Seksi Pemasaran Pariwisata. 

Pasal9 

(1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengaturan, pengelolaan dan 
pelaksanaan pengembangan destinasi wisata. 

(2) Dalarn menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Destinasi Wisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pengembangan Destinasi Wisata; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penge101aan destinasi 

wisata, penetapan kawasan strategis dan kawasan prioritas; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan pedoman 

pengembangan destinasi pariwisata; 
d. Melaksanakan penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana destinasi 

wisata; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kebutuhan 

sumber daya pariwisata; 
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f. Melaksanakan penYlapan bahan kebutuhan revitalisasi dan rehabilitasi 
saran a dan prasarana obyek wisata daerah; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan destinasi pariwisata 

berkelanjutan; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Destinasi 
Wisata; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasall0 

(1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengendalian dan 
pengembangan usaha jasa pariwisata. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Usaha Jasa Pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Usaha Jasa 

Pariwisata; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan dan pemberdayaan usaha jasa pariwisata; 
c. Melaksanakan penYlapan bahan penilaian standardisasi usaha jasa 

pariwisata; 
d. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data penyedia Jasa usaha 

pariwisata; 
e. Melaksanakan penyediaan layanan pendaftaran dan penerbitan 

rekomendasi usaha jasa pariwisata; 
f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan usaha Jasa pariwisata serta 

fasilitasi standardisasi industri pariwisata; 
g. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan 

masyarakat dalam pengelolaan usaha jasa pariwisata; 
h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Usaha Jasa Pariwisata; 
dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasalll 

(1) Seksi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengkajian 
bahan kebijakan dan kegiatan analisis pengembangan pernasaran, analisis 
pasar, pengembangan kerja sarna dan kemitraan pariwisata. 

(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pernasaran Pariwisata 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) rnernpunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemasaran 

Pariwisata; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kajian pernasaran dan prornosi pengolahan 

dan analisis data pernasaran dan prornosi; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan kajian pemasaran dan prornosi; 
d. Melaksanakan koordinasi kegiatan pernasaran dan pengernbangan prornosi; 
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana promosi dan informasi 

pariwisata; 
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f. Melaksanakan evaluasi proses, pasca dan dampak hasil pemasaran dan 

promosl; 
g. Melaksanakan pengolahan data kepariwisataan untuk kebutuhan kegiatan 

promosi, kerja sarna dan kemitraan pemasaran pariwisata; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan kerja sarna dan kemitraan; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sarna pengembangan dan 

pengelolaan destinasi pariwisata; 
J. Melaksanakan fasilitasi kerja sarna dan kemitraan pariwisata melalui media 

cetak, elektronik atau media lainnya baik dalam maupun luar negeri; 
k. Melaksanakan fasilitasi kerja sarna dan kemitraan pemasaran pariwisata; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kerja sarna dan kemitraan 

pariwisata; 
m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi, 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemasaran Pariwisata; 
dan 

n . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Ekonomi Kreatif 

Pasa112 

(1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, standarisasi teknis dan prosedur, pelaksanaan serta pemberian 
bimbingan dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan 

pengembangan ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi 
kreatif; 

c. Penyelenggaraan penyusunan pengelolaan bahan fasilitasi kerja sarna dan 
kreatifitas, penyediaan prasarana pengembangan ekonomi kreatif dan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi 
kreatif; 

d. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pengembangan kebijakan 
pengembangan ekonomi kreatif; dan 

e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Ekonomi Kreatif; 
b . Menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data ekonomi kreatif; 
c. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan di bidang ekonomi 

kreatif dan sumber daya ekonomi kreatif; 
d. Menyelenggarakan fasilitasi pendanaan, pembiayaan dan penyediaan 

infrastruktur ekonomi kreatif; 
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e. Menyelenggarakan fasilitasi pemberian insentif, kekayaan intelektual, 

perlindungan hasil kreatifitas; 
f. Menyelenggarakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi 

kreatif; 
g. Menyelenggarakan monitoring dan eva luasi pengembangan ekosistem 

ekonomi kreatif; 
h. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ekonomi 

kreatif; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan fasilitasi sertifikasi profesi dan 

standardisasi di bidang ekonomi kreatif; 
J. Menyelenggarakan penyusunan bahan kerja sama dan pengembangan 

sumber daya ekonomi kreatif; 
k. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif 

tingkat; 
1. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi, pendidikan dasar, pelatihan, 

bimbingan teknis sumber daya manusia dan pelaku usaha ekonomi kreatif 
dan perkembangan teknologi di dunia usaha; 

m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pe1aporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bidang Ekonomi Kreatif; dan 

n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain nya. 

(4) Bidang Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan 
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pasal13 

(1) Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan perencanaan, fasilitasi, evaluasi, pembinaan 
dan pengembangan serta penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyari nnClan 
tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; 
b. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan dan 

revitalisasi prasarana kota ekonomi kreatif; 
c . Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan riset, pendidikan sistem 

pemasaran ekonomi kreatif; 
d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyediaan infrastruktur ekonomi 

kreatif; 
e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pengembangan sektor ekonomi kreatif; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan dan 

pembiayaan ekonomi kreatif; 
g. melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual, perlindungan hasil kreatifitas 

dan pemberian insentif; 
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standardisasi pelaku usaha 

ekonomi kreatif; 
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1. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kerja sarna penyediaan 
prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif; 

J . melaksanakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; 
k. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi dan peran serta 

masyarakat me 1 alui ekonomi kreatif; 
l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Ekosistem 
Ekonomi Kreatif; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perencanaan pengembangan, pembinaan, pelatihan, sertifikasi, 
fasilitasi dan kerja sarna peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan 
ekonomi kreatif. 

(2) Dalam menyelenggaran tugas pokok, Seksi Pengembangan Sumber Daya 
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nnClan tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan dan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi 
kreatif; 

c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku sektor ekonomi 
kreatif; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya 
manusia ekonomi kreatif; 

e. Melaksanakan fasilitasi standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di 
bidang ekonomi kreatif; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta masyarakat dan 
kerja sarna pengembangan kemitraan ekonomi kreatif; 

g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dasar, 
pelatihan, bimbingan teknis sumber daya manusia dan pelaku usaha 
ekonomi kreatif dan perkembangan teknologi di dunia usaha; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Sumber 
Daya Manusia; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Kepemudaan 

Pasal15 

(1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan pembinaan teknis penyediaan dan pengembangan sarana prasarana 
kepemudaan. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kepemudaan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan 
pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan 
pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; 

c. Penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan 
dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan; dan 

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang peningkatan 
kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan 
dan kewirausahaan pemuda. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kepemudaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Kepemudaan; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan 

sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan 
kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa 
pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda; 

c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, 
kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan 
kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahan pemuda; 

d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi 
kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahan 
pemuda; 

e. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, 
peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman 
taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda; 

f. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, 
peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman 
taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda; 

g. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi 
kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahan 

pemuda; 
h. Menyelenggarakan identifikasi dan analisa data kepemudaan dan sarana 

prasarana kepemudaan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk 

kegiatan kepemudaan; 
J. Menyelenggarakan penyaluran bantuan saran a prasarana untuk 

pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan; 
k. Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan 

kepemudaan; 
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1. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas lingkup Bidang Kepemudaan; dan 

m. Menye1enggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Kepemudaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a . Seksi Pemberdayaan Ke1embagaan Pemuda; dan 

b. Seksi Kepe1oporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda. 

Pasal 16 

(1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan supervisi 
pemberdayaan pemuda. 

(2) Dalam me1aksanakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Ke1embagaan 
Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nnCIan tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi 

Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; 
b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan 

pemuda, mencakup kepramukaan, dan lembaga kepemudaan lainnya; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan pemberiaan bimbingan teknis dan 

supervisi pemberdayaan kelembangaan pemuda termasuk didalamnya 
kepramukaan; 

d. Melaksanakan rencana pengadaan pemanfaatan, pemeliharaan prasarana 
dan sarana serta pengembangan infrastruktur kepemudaan; 

e. Me1aksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta dan 
pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; 

f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan 
Kelembangan Pemuda; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal17 

(1) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 
koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepeloporan, kepemimpinan dan 
kewirausahaan pemuda. 

(2) Dalam menye1enggarakan tugas pokok, Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan 
dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi 
Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda; 

Kepeloporan, 

b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang 
kepeloporan dan kemitraan pemuda, penghargaan 
kewirausahan pemuda; 

kepemimpinan, 
pemuda serta 

c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penye1enggaraan peningkatan 
daya saing dan kapasitas pemuda pelopor, kapasitas kepemimpinan dan 
kemitraan pemuda serta wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader; 
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d. Melaksanakan fasilitasi dalam hal perlindungan pemuda, fasilitasi 
advokasi, akses pengembangan diri pemuda dan penggunaan sarana 
prasaran bagi pengembangan pemuda pemula dan pemuda kader; 

e. Melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor dalarn pelayanan 
kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah; 

f. Melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan bagi pemuda dan organisai 
pemuda yang berjasa dan atau berprestasi; 

g. Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi serta kerja sarna dalarn 
kegiatan pembinaan dan pelatihan paskibra; 

h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi 
Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Paragraf 6 
Bidang Olahraga 

Pasa l 18 

evaluasi dan 
Kepeloporan, 

(1) Bidang Olahraga sebagaimana dimak su d dalam Pasal 2 huruf f mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pelaksanaan, pembinaan , pem berdayaan, pembudayaan olahraga dan 
peningkatan pre stasi olahraga. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Olahraga mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraa n perum usa n keb ijakan teknis dan pela ksanaan kebijakan 
di bidang pen gelolaan olahraga pendidika n dan pengelolaan pembinaan 
sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga 
tradisional dan laya n a n khusu s serta kemitra an dan penghargaan 
olahra ga; 

b. Penyelenggaraan pembin a a n teknis dan pen gembangan daya saing di 
bidang pengelolaan olahraga pend idikan dan pen gelolaan pembinaan sentra 
olahraga, pen gelolaan olahraga rekreasi, pengem bangan olahraga 
tradisional dan layanan khusus serta kem itraan dan penghargaan 
olahraga; 

c. Penyelenggaraan koordinas i dan sinkronisasi kebijakan di bidang olahraga; 
dan 

d. Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan 
olahraga; 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Olahraga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Olahraga; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, 
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga; 

c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra 
olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga 
tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga; 
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d. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, 
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan 
layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga; 

e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek 
dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga pre stasi serta 
standardisasi infrastruktur olahraga; 

f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisa si k ebijakan di bidang 
pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga 
pre stasi serta standardisasi infrastruktur olahraga; 

g. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek 
dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga pre stasi serta 
standardisasi infra s truktur olahraga; 

h. Menyelenggarakan administrasi lingkup bidang olahraga; 
1. Menyelenggarakan penyusunan kebutu h an sarana prasarana untuk 

kegiatan olahraga; 
J. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan 

pelaksanaa n kegiatan ola hraga; 
k. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan olahraga; 
l. Menyelenggarakan peman tauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Olahraga; dan 
m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain nya. 

(4) Bidang Olahraga, sebagaim ana dimaksu d pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Seksi Pemberdayaan Ola h raga; 
b. Seksi Pengemba n gan Organisasi, Keju ara a n dan Olahraga Prestasi; dan 
c. Seksi Penyediaan, Pengemba ngan Sarana dan Prasa rana Olahraga. 

Pasal 19 

(1) Seksi Pemberdayaan Ola hraga sebagaim ana dimaksud dala m Pasal 18 ayat (4) 
huruf a mempunyai tugas pokok mela k sanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaa n , pen gawasan pemberdayaan dan 
pembudayaan olahraga. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Olahraga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai r incian tugas meliputi: 

a . Melaksanakan penyusunan ba han perencanaan lingkup Seksi 
Pemberdayaan Olahraga; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, 
pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan; 

c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan 
olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan; 

d. Melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan 
olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan olahraga 
wisata, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta 
kemitraan; 

e. Melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data kegiatan pembudayaan 
dan pemberdayaan olahraga serta peningkatan jasmani masyarakat; 
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f. Melaksanakan penYIapan bahan kegiata n olahraga pre stasi dan rekreasi 
aparatur pemerintah; 

g. Melaksanakan fasilitasi pemusatan latihan daerah ilmu pengetahuan dan 
teknologi keolahragaan (sport science); 

h. Melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga; 
1. Melaksankan koordinasi, sinkronisasi da n pelaksanaan pembentukan dan 

pengembangan pusat pembinaan da n pelatihan olahraga yang 
diselenggarakan masyarakat dan dunia usaha; 

J. Melaksanakan penyusunan bah a n koordin asi, peman tauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tuga s lingkup Seksi Pemberdayaan Olahraga; 
dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain nya. 

Pasa1 2 0 

(1) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai tugas 
pokok m elaksanakan penYlapan bahan penyusunan perencanaan dan 
kebijakan teknis organisasi, kejuaran olahraga . 

(2) Dalam menyelenggara ka n tugas pokok, Seksi Pengembangan Organisasi, 
Kejuaraan dan Olahraga Pre stasi sebaga imana dima k sud pada ayat (1) 
mempunyai r incian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan renca na kegiatan Seksi Pengembangan 
Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Pre stasi; 

b. Melaksanakan penyusu n an bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pembibitan, ip tek dan ten aga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga 
prestasi, pen gh argaan olahraga , pengelolaan pem binaan sentra olahraga; 
melaksanakan koordin asi dan sinkron isasi kebijaka n di bidang pembibitan, 
iptek dan tenaga keolahragaa n , promosi olah raga, penghargaan olahraga 
dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga; 
melaksanakan fas ilitasi pemberian bimbingan teknis di b idang pembibitan, 
iptek dan tenaga keola hra gaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga 
dan olahraga prestasi, pen gelolaan pembinaan sen tra olahraga; 

c. Melaksanakan fasilita si pem binaan organ isasi olahraga; 
d. Melaksanakan penyiapan bahan pela k sanaan agenda olahraga di daerah; 
e. Melaksanakan fasilitasi kejuaraan olahraga dalam daerah; 
f. Melaksanakan penyusunan ba han koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan 
Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa121 

(1) Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penYlapan bahan penyusunan perencanaan dan 
kebijakan teknis penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana olahraga. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyediaan, Pengembangan 
Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai rincian tugas meliputi: 



18 

a . Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyediaan, 
Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; 

b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitas dan pengendalian teknis 
penyediaan, sarana dan prasarana olahraga; 

c. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan penilaian, rekomendasi 
terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan 
so sial saran a dan prasarana olahraga; 

d. Melaksanakan analisa ke butuhan infrastruk tur olahraga, penyediaan dan 
pengembangan sarana prasarana olahraga; 

e. Melaksanakan koordinasi dan singkronisasi penyediaan data dan informasi 
sektoral olahraga ; 

f. Melaksanakan fasilitasi penyediaa n sarana prasarana pemusatan latihan 
daerah ilmu pengetahuan dan tekn ologi keolahragaan (sport science); 

g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan 

teknis penggunaan, penyediaan serta pemelih araan saran a prasarana 
olahraga ; 

1. Melaksanakan penYIapan bahan penyusunan kerja sarna dalam 
pengelolaan pen gembangan dan pem bangun an sarana p rasarana olahraga; 

J. mela ksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur 
olahraga; 

k. mela ksanakan penyus nan bahan koord ·nasi, pemantauan , evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas r ngkup Seksi Penyediaan, 
Pengembangan Sarana dan Prasarana 0 ahraga; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 7 
Kelompok Jaba tan Fungsional 

Pasa 2 2 

(1) Pengisian Kelompok Jabata n Fun gsional sebaga imana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf g berda sarka n bidang k eahlian danl ata u keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dala m rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) d itentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
yang dituangkan dalam Keputusa n Bu pati. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. 

Paragraf 8 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal23 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal24 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal25 

Dengan berlaku nya Pera tu ran Bupati ini, maka: 
a . Pera turan Bupati Tasikmalaya Nom or 89 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fu n gsi Dinas Pariwisa ta, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya ; da n 

b. Peratu ran Bupati Tasikmalaya Nom or 90 Tahun 2020 tentang Tuga s dan 
Fun gsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya ; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang me getahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikm alaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 202 1 

ASIKMALAYA, 

Diteta pkan di Singaparna 
pada ta nggal 27 Agustus 2021 
;- ~ 
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